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Lampiran I 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS SISTEM GEDANG BEGELE DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DESA DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN 

MUKOMUKO BENGKULU 

 

Informan: Kepala Desa Sibak 

I. Waktu  

    Hari/ Tanggal  : 24 Maret 2025 

 Tempat   : Kantor Desa Sibak 

II. Identitas Informan 

  Nama   : Maswari 

  Jenis Kelamin  : Laki-laki 

  Pendidikan  :   

III. Pertanyaan  

 Indikator Isi Kebijakan (Context of policy) 

1. Bagaimana cara memastikan keputusan hasil musyawarah yang 

disepakati bersama dan sejauh mana kebijakan Gedang Begele 

mengatur pengisia perangkat desa selain kepala desa? 

2. Apakah ada data kepemimpinan terkait kepala desa yang pernah 

menjabat menjadi kepala desa Sibak? 

3. Bagaimana desa memanfaatkan sumber daya dalam mendukung 

pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa ini? 

 Indikator Konteks Implementasi (Context Of Implementation) 

1. Bagaimana respon tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan Gedang Begele dalam 

proses pemilihan kepala desa? 

 

 



 
 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS SISTEM GEDANG BEGELE DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DESA DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN 

MUKOMUKO BENGKULU 

 

 

Informan:  Sekretaris Desa Sibak 

I. Waktu  

    Hari/ Tanggal  : 26 Maret 2025 

 Tempat   : Kantor Desa Sibak 

II. Identitas Informan 

  Nama  : Megi Syaputra 

  Jenis Kelamin : Laki-laki 

  Pendidikan : S1  

III. Pertanyaan  

 Indikator Isi Kebijakan (Context of policy) 

1. Bagaimana sejarah kebijakan Gedang Begele muncul dan bagaimana 

awal mula terbentuknya kaum yang ada di desa Sibak? 

2. Apa tipe manfaat yang dapat dirasakan masyarakat desa Sibak dalam 

sistem Gendang Begele ini? 

 Indikator Konteks Implementasi (Context Of Implementation) 

1. Bagaimana respon tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan Gedang Begele dalam 

proses pemilihan kepala desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS SISTEM GEDANG BEGELE DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DESA DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN 

MUKOMUKO BENGKULU 

 

 

Informan: Tokoh Adat Desa Sibak 

I. Waktu  

    Hari/ Tanggal  : 25 Maret 2025 

 Tempat   : Kediaman Tokoh Adat  

II. Identitas Informan 

  Nama  : Abu Khairul 

  Jenis Kelamin : Laki-laki 

  Pendidikan :  

III. Pertanyaan  

 Indikator Isi Kebijakan (Context of policy) 

1. Bagaimana sejarah desa Sibak dan bagaimana asal mula terbetuknya 

kaum yang ada di Desa Sibak? 

2. Bagaimana sistem kebijakan Gedang Begele yang sejatinya sudah 

melekat dengan kehidupan masyarakat dalam konteks kebijakan 

pemilihan kepala desa? 

3. Perubahan apa yang bapak harapkan dalam sistem Gedang Begele 

tenag pemilihan kepala desa si desa Sibak ini? 

4. Bagaimana proses kedudukan pembuatan kebijakan dan letak 

pengambilan keputusan dalam hasil musyawarah?  

 Indikator Konteks Implementasi (Context Of Implementation) 

1. Dalam pelaksaaan kebijakan Gedang Begele ini bagaimana 

kekuasaan dan strategi yang dilakukan tokoh adat?  

2. Apakah dalam pelaksaan kebijakan ini bertentangan dengan 

kebijakan pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan pemerintah 

dalam Undang-undang? 

3. Dalam sudut pandang tokoh adat bagaimana respon bapak terkait 

respon masyarakat dalam melaksanaan kebijakan ini? 

 



 
 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS SISTEM GEDANG BEGELE DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DESA DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN 

MUKOMUKO BENGKULU 

 

 

Informan: Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) 

I. Waktu  

    Hari/ Tanggal  : 27 Maret 2025 

 Tempat   : Kantor Desa Sibak 

II. Identitas Informan 

  Nama  : Handika  

  Jenis Kelamin : Laki-laki 

   Pendidikan : SLTA/SMA 

III. Pertanyaan  

 Indikator Isi Kebijakan (Context of policy) 

1. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sibak. Bagaimana 

tanggapan BPD terkait kebijakan Gedang Begele?  

 Indikator Konteks Implementasi (Context Of Implementation) 

1. Dalam pelaksaaan kebijakan Gedang Begele ini bagaimana 

kekuasaan dan strategi yang dilakukan BPD?  

2. Apa saja yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan 

dalam pemilihan kepala desa di Desa Sibak? 

3. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan?  

4. Bagaimana BPD memecahkan masalah yang timbul dalam 

implementasi kebijakan Gedang Bagele? 

5. Bagaimana respon tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan Gedang Begele dalam 

proses pemilihan kepala desa? 



 
 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS SISTEM GEDANG BEGELE DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DESA DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN 

MUKOMUKO BENGKULU 

 

Informan: Panitia Pemilihan Kepala Desa Sibak 

I. Waktu  

    Hari/ Tanggal  : 27 Maret 2025 

 Tempat   : Kantor Desa Sibak 

II. Identitas Informan 

  Nama  : Reko Saputro 

  Jenis Kelamin : Laki-laki 

  Pendidikan : SLTA/SMA 

III. Pertanyaan  

 Indikator Isi Kebijakan (Context of policy) 

1. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sibak. Bagaimana 

tanggapan terkait kebijakan Gedang Begele?  

2. Apakah ada tantangan dan kesulitan dalam proses pelaksanaan 

pemilihan kepala desa mulai dari musyawarah. seleksi administratif, 

tahapan penentuan calon yang terveritifasi sampai terlaksananya 

pemilihan kepala desa?  

3. Apa saja sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pilkades 

di Sibak, baik sumber daya manusia, alam, alokasi anggaran dana, 

maupun fasilitas umum? 

 Indikator Konteks Implementasi (Context Of Implementation) 

1. Bagaimana tanggapan bapak antusiasme masyarakat Desa Sibak 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan mencerminkan 

keterlibatan mereka dalam sistem adat dan pemerintahan desa? 



 
 

 

3. Apakah ada hambatan atau masalah yang ditemui dalam proses 

pemiluhan kepala desa? Jikapun ada berikan tanggapan bagaimana 

panitia dapat menyelesaikan  masalah  tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS SISTEM GEDANG BEGELE DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DESA DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN 

MUKOMUKO BENGKULU 

 

Informan: Masyarakat Lokal Desa Sibak 

I. Waktu  

    Hari/ Tanggal  :  

 Tempat   :  Rumah Kediaman Masyarakat  

II. Identitas Informan 

  Nama  : LR, MO  

  Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan 

  Pendidikan : SLTA/SMA dan S1  

III. Pertanyaan  

 Indikator Isi Kebijakan (Context of policy)\ 

1. Apa harapan bapak/ibu dengan terkait pelaksanaan Gedang Begele 

dalam proses pemilihan kepala desa? 

2. Bagaimana tanggapan bapak antusiasme masyarakat Desa Sibak 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa? 

 Indikator Konteks Implementasi (Context Of Implementation) 

1. Apakah Anda merasa proses rotasi kepemimpinan antar kaum yang 

diterapkan oleh Gedang Begele berjalan dengan adil dan transparan? 

2. Bagaimana euphoria yang terjadi ketika pelaksanaan pemilihan 

kepala desa yang bapak/ibu rasakan? 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran II 

DOKUMENTASI 

 
Wawancara Kepala Desa Sibak  

 
Wawancara Tokoh Adat Sibak  

 
Wawancara Sekretaris Desa Sibak  

 



 
 

 

 
Wawancara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

 
Wawancara Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sibak  

 

 
Wawancara Masyarakat Lokal Desa Sibak  

 

 



 
 

 

 
Kantor Desa Sibak 

 

 
Gedung Serbaguna Desa Sibak 

 

 
Pelantikan Badan Pengurus Desa Oleh Bapak Camat 

 

 

 



 
 

 

Lampiran III 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 

 



 
 

 

Lampiran IV 

 

SURAT BALASAN DARI KANTOR KEPALA DESA SIBAK 

 

 

 


